
BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR   `o0.  TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang    :   a.   bahwa   dalam   upaya   pengendalian   dan   penertiban
Barang    Milik    Daerah    sehingga    mempunyai    nilai
manfaat,   berdaya   guna   dan   berhasil   guna,   perlu
dilakukan  pengamanan  secara  fisik,  administrasi  dan
hukum;

b.   bahwa       untuk  `    memberikan       pedoman       dalam
pelaksanaan pe/ngamanan  Barang Milik  Daerah,  perlu
diatur tata cara pengamanan Barang Milik Daerah;

c.   bahwa     berdasarkan     pertimbangan      sebagaimana
dimaksud    dalam    huruf   a    dan    huruf   b,    perlu
menetapkan   Peraturan   Bupati   tentang   Tata   Cara
Pengamanan Barang Milik Daerah;

Mengingat       :    1.   Pasal    18    ayat    (6)    Undang-Undang   Dasar    Negara
Republik Indonesia Tahun  1945;

2.   Undang-Undang    Nomor    35    Tahun    2007    tentang
Pembentukan    Kabupaten    Kubu    Raya    di    Provinsi
Kalimantan     Barat     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia    Tahun     2007     Nomor     101,     Tambahan

3.=n=Larg=unNde=argaRNeop:::£k:%d°::i£:nN°g:;44`7::i;tang
Pemerintahan   Daerah    (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia    Tahun     2014     Nomor     244,     Tambahan
Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5587)
sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali   terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang
Cipta   Kelja   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun  2020  Nomor 245,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6573) ;

4.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang
Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah   (I+embaran
Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2014   Nomor  92,
Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Nomor    5533)    sebagaimana    telah    diubah    dengan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2020  tentang
Perubahan   atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   27
Tahun     2014    tentang    Pengelolaan    Barang    Milik
Negara/Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2020  Nomor  142,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6523) ;



5.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang
Pengelolaan    Keuangan    Daerah    (Lembaran    Negara
Republik Indonesia Tahun  2019  Nomor 42, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

6.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang   Pedoman   Pengelolaan  Barang  Milik   Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2016  Nomor
547);

7.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2020  Nomor
1781);

MEMUTUSRAN:

Menetapkan    :    PERATURAN        BUPATI       TENTANG       TATA        CARA
PENGAMANAN   BARANG MILIK DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.     Pemerintah    Daerah    adalah    Bupati    sebagai    unsur    penyelenggara

Pemerintahan     Daerah     yang     memimpin     pelaksanaan     urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.

3.     Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.     Pengelola   Barang   Milik   Daerah   yang   selanjutnya   disebut   Pengelola

Barang   adalah   pejabat   yang   berwenang   dan   bertanggung   jawab
melakukan koordinasi pengelolaan barang rnilik daerah.

5.     Satuan Kelja perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten
Kubu Raya.

6.     Badan   Pengelolaan   Keuangan   dan   Aset   Daerah   yang   selanjutnya
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kubu Raya.

7.     Pejabat  Penatausahaan  Barang  adalah  Kepala  SKPD  yang  mempunyai
fungsi   pengelolaan   Barang   Milik   Daerah   selaku   pejabat   pengelola
keuangan daerah.

8.     Pengguna  Barang  adalah  pejabat  pemegang  kewenangan  penggunaan
barang milik daerah.

9.     Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat
APBD   adalah   rencana   keuangan   tahunan   daerah   yang   ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

10.   Barang  Milik  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  BMD  adalah  semua
barang yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  APBD  atau  berasal  dari
perolehan lainnya yang sah.

11.   Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa
Pengguna Barang adalah Kepala Unit Kelja atau  Pejabat yang ditunjuk
oleh  Pengguna  Barang  untuk  menggunakan  BMD  yang  berada  dalam
penguasaannya dengan sebaik-bailmya.

12.   Pengamanan  adalah  tindakan  pengendalian  dalam  pengurusan  BMD
dalam bentuk fisik, administrasi dan/atau hukum.



13.   Penggunaan  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pengguna  barang
dalam mengelola dan  menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas
dan fungsi instansi bersangkutan.

14.   Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan
berfungsi  sebagai  tempat  tinggal  atau  hunian  dan  sarana  pembinaan
keluarga serta menunjarlg pelaksanaan tugas pE}ahat dan/ atau pegawai
negeri sipil pemerintah daerah.

Pasal 2

Ruang  Lingkup  Peraturan  Bupati  ini  meliputi  tata cara pengamanan  BMD,
yang  terdiri dari:
a. pengamanan tanah;
b. pengamanan gedung dan/atau bangunan;
c. pengamanan kendaraan dinas;
d. peffiganariafi ruffian ffiegar-a;
e. pengamanan BMD berupa persediaan;
f.  pengamanan   BMD   selain   tanah,   gedung  dan/atau   bangunan,   rumah

negara,  dan  barang  persediaan  yang  mempunyal  dokumen  Berita  Acara
Serah Terima; dan

9. pengamanarl BMD berupa trarang tak berwujud.

BAB 11
TATA CARA PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

(I)  Pengamanan  BMD  yang  berada  dalam  penguasaan  Pengguna  Barang
dilakukan oleh Pengguna Barang.

(2)  Pengamanan BMD yang berada pada Pengelola Barang dan BMD berupa
tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang
yang  tidak  digunakan  untuk  kepentingan  penyelenggaraan  tugas  dan
fungsi SKPD  serta sedang tidak dimanfaatkan pihak lain  kepada Bupati
melalui Pengelola Barang dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.

Bagian Kedua
Pengamanan Tanah

Pasal 4

Pengamanan tanah meliputi:
a. pengananan fisik;
b. pengamanan administrasi; dan
c. pengamanan hukum.

Pasal 5

(1)  Pengamanan   fisik   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   4   huruf   a
dilakukan dengan:
a. memasang  tanda  letak  tanah  dengan  membangun  pagan  batas  atau

memasang patok penanda batas tanah;
b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan/atau
c. melakukan penjagaan.



(2)  Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan ketentuan
antara lain:
a. berbahan material tidak mudah rusak;
b. diberi tulisan tanda kepemilikan;
c. gambar lambang Pemerintah Daerah; dan
d. ififorrriasi lain yang dianggap perlu.

(3)  Pengamanan  fisik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan
dengan mempertimban8kan kemampuan APBD,  kondisi dan letak tanah
yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)  Pengalnanan administrasi §ebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
dilakukan      dengan      menghimpun,      mencatat,      menyimpan      dan
menatausahakan dokumen bukti kepemilikan, dokumen perolehan, bukti
pembayaran, dan/atau berita acara pengukuran atas BMD.

(2)  Penyimpanan  bukti kepemilikan  tanah  dilakukan oleh  Pengelola Barang
melalui BPKAD.

(3)  Bukti  kepemilikan  tanah  hanya  dapat  dipinjam  oleh  Pengguna  Barang
untuk tujuan proses balik nana sertifikat menjadi hak pakai atas nana
Pemerintah Daerah.

(4)  Peminjaman   bulcti  kepemilikan   tanah  dilakukan  dengan   mengajukan
surat permohonan peminjaman kepada Pengelola Barang melalui BPKAD.

(5)  Peminjamari  bukti kepemilikan tanah  sebagaimana dimaksud  pada ayat
(3)   dituanghan   dalam   Berita  Acara   Serah   Terima  peminjaman   bukti
kepemilihan tanah ,

(6)  Pengembalian bukti kepemilikan tanah dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari kelja setelah penerbitan sertifikat hak pakai atas nana Pemerintah
Daerah.

(7)  Pengembalian  bukti  kepemilikan  tanah  dituangkan  dalam  Berita  Acara
Serah Terima pengembalian bukti kepemilikan tanah.

Pasal 7

(1)  Pengamanan  hukum  sebagainana  dimaksud  dalam  Pasal  4  huruf  c
dilakukan terhadap :
a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
b.tanah   yang   sudah   memiliki   sertifikat   nanun   belum   atas   mama

Pemerintah Daerah.
(2)  Pengamanan  hukum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan

SKPD dengan mengajukan permohonan penyertirlkatan atau pemrosesan
hak  pakai  atas  nana  Pemerintah  Daerah  kepada  SKPD  yang  memiliki
tugas dan fungsi penyertifikatan tanah Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pengamanan Gedung dan/ atau Bangunan

Pasal 8

Pengamanan Gedung dan/atau Bangunan meliputi:
a. pengamanan fisik;
b. pengamanan administrasi; dan
c. pengamanan hukum.



Pasal 9

(1)  Pengamanan   fisik   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   8   huruf   a
dilakukan antara -lain:
a. membangun pembatas gedung dan/atau bangunan;
b. memasarig tanda ke`pefililika±1 berupa papafi flama;
c. melakukan    tindakan    antisipasi    untuk    mencegah/menanggulangi

teljadinya kebakaran dengan memasang fire erfu`ngrisher,
a. gedung dan/atau bangunan yang merndiki `fungsi stratngis atau yang

berlokasi  tertentu   dengan  tugas  dan   fungsi   melakukan   pelayanan
langsung    kepada    maayarakat    dengan    memasang    C!osed-Cjrorjt
relez/isz.ori; dan

e. menyediakan  satuan  pengamanan  dengan jumlah  sesuai  fungsi  dan
peruntukan  gedung  dan/atau  bangunan  serta  kondisi  lokasi  gedung
dan/atau bangunan tersebut.

(2)  Pengamanan rlsik sebagaimarla dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan
memperhatikan skala prioritas dan kemampuan APBD.

(3)  Skala prioritas  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
a. fungsi penggunaan bangunan;
b. Iokasi bangunan; dan
c. unsur nilai strategis bangunan.

Pasal  10

Pengamanan  administrasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  huruf  b
difakukan dengan men8himpunf mencatat, menyinpan dan nenatausahakan
dokumen     bukti    kepemilikan,     dokumen     perolehan,     dan/atau     bukti
pembayaran.

Pasal  1 1

(1)  Pengamanan  hukum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  huruf  c
dilakukan dengan:
a. mengurus Persetujuan Bangunan Gedung; dan
b. mengusulkan penetapan status penggunaan.

(2)  Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung sebagainana dimaksud pada
ayat  (1)  huruf  a  dilakukaffi  SKPD  deffigaffi  ffieflg-ajuk-affi  peffiohoffian  ke
SKPD yang memiliki tugas dan fungsi memberikan Persetujuan Bangunan
Gedung.

Bagian Keempat
Pengamallan Kerldaraall Dinas

Pasal  12

Pengamanan kendaraan dinas meliputi:
a. pengananan fisik;
b. pengamanan administrasi; dan
c. pengamanan hukum,

Pasal  13

(I)  Pengamanan   fisik   sebagainiana   dimaksud   dalam   Pasal   12   huruf  a
dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima kendaraan dinas.

(2)  Berita Acara Serah Terima kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)  memuat antara lain:



a. pemyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan antara
lain  nomor  polisi,   merek,   tahun  perakitan  kendaraan  dinas,   kode
barang kendaraan dinas, dan rincian perlengkapan yang melekat pada
kendaraan dinas;

b. pemyataan  tanggung  jawab  atas  kendaraan  dinas  dengan  seluruh
resiko yarig ffie`IekaLt ata§ kefidar-aan dines;

c. pemyataan   untuk   mengembalikan   kendaraan   setelah   berakhirnya
jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir; dan

a.pengembalian   kendaraan  'dinas  diserahhan  pada  /saat  .berakhimya
nasa jabatan sesuai yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima
kendaraan dinas.

(3)  Berita Acara Serah Terima kendaraan dinas  sebagaimana dimaksud pada
ayat  (2),  dilakukan  antara  Pengguna  Barang/Kuasa  Pengguna  Barang
dengan penanggung jawab kendaraan ,dines.

(4)  Pengembalian    kendaraan    dinas    dituangkan    dalam    Berita    Acara
pengembalian kendaraan dinas.

(5)  Pengembalian  kendaraan  dinas  paling  lambat  dilakukan  7  (tujuh)  hari
setelah  berakhimya jangka waktu  penggunaan  atau  berakhimya  masa
jabatan.

(6)  Apabila   dalam  jangka   waktu   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (5)
berakhir dan penanggung jawab kendaraan dines tidak mengembalikan
kendaraan   dinas,   Pengguna   Barang   menerbitkan   Surat   Peringatan
kepada penanggung jawab kendaraan dinas dalam jangka waktu 30 (tiga
p.uluh) hari kalender.

(7)  Apabila   dalam  jangka   waktu   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (6)
berakhir dan penanggung jawab kendaraan  dinas tidck mengembalikan
kendaraan  dinas,  Pengguna  Barang  berkoordinasi  dengan  SKPD  yang
memiliki    fungsi    menegakkan    peraturan    daerah    untuk    mengambil
_ke_a.daraan d inas d.a_ri ,pena_nggung iawab _keDda_r_aa.n d_i_ri_as.

(8)  Kehilangan kendaraan dinas menjadi tanggung jawab penanggung jawab
kendaraan dinas dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(9)  Pengguna Barang dapat melakuhan pengamanan kendaraan dinas dalam
bentuk asuransi dengan mempertimbangkan kemampuan APBD.

Pasal 14

( 1)  Pengamanan administrasi sebagalmana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b
dilakukan      dengan      men_ghimpun,      mencatat,      men.yimpan
menatausahakan secara tertib dan teratur dokumen sebagai berikut:
a. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan;
c. Berita Acara Serah Terima kendaraan dinas;
d. kartu pemeliharaan;
e. data daftar barang; dan

an

f.  dokumen terkait lainnya yang diperlukan.
(2)  Penyimpanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sebagalmana dimaksud

pada ayat (1) huruf a berada di Pengelola Barang.
(3)  Buku   Pemilik   Kendaraan   Bermotor   diserahkan   ke   Pengelola   Barang

melalui   BPKAD   paling   lambat   7   (tujuh)   hari   setelah   Buku   Pemilik
Kendaraan Bermotor diterbitkan.

Pasral  15

(1)  Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dapat dipinjam oleh Pengguna Barang
untuk tujuan antara .lain:



a.  perubahan data Buku  Pemilik Kendaraan  Bermotor dan  Surat Tanda
Nomor Kendaraan; dan/atau

b.  pexpanjangan  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  dan  penggantian  plat
nomor kendaraan dinas.

(2)  Peminjaman   Buku   Pemilik   Kendaraan   Bermotor   dilakukan   dengan
fflefigajukan   s'urat  p`erfiiohona£I  peminjaz]:][aj.i   Bukwu   Peffiilik  Kefidaf-aaf]
Bermotor kepada Pengelola Barang melalui BPKAD.

(3)  Penyerahan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dituangkan dalam Berita
Acara Serah Terima.

(4)  Jangka  waktu  peminjaman  Buku  Pemilik  Kendaraan  Bermotor  dengan
tujuan  seb'agaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a  paling  larrlbat  90
(sembilan puluh) hard kelja.

(5)  Jangka  waktu  peminjaman  Buku  Pemilik  Kendaraan  Bermotor  dengan
tujuan  sebagaimana ,dinal€sud  pada  aya,t  (1)  huruf ,b  pa,l,ing  ,lambat  7
(tujuh) hari kelja.

(6)  Pengembalian Buku  Pemilik Kendaraan Bermotor dari Pengguna Barang
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 16

Pengamanan  hukum kendaraan  dinas sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal
12 huruf c dilakukan, antara lain:
a. melakukan pengurusan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor yaitu :

1 .  Butou Pemilik Kendaraan Bermotor.;
2.  Surat Tanda Nomor Kendaraan; dan
3,  pembayaran pajak kendaraan dines.

b. melakukan  proses tuntutan  ganti  rugi jika teljadi  kehilangan  kendaraan
1nas.

Bagian Kelima
Pengamanan Rumah Negara

Pasal 17

(1)  Pengamanan rumah negara meliputi:
a.   pengamanan fisik; dan
b.   pengamanan administrasi.

(2)  Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
den8an:
a. pemasangan patok;
b. pemasangan papan nana; dan/atau
c. membuat Berita Acara Serah Terima rumah negara.

(3)  Pemasangan patok dan papan mama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b dengan ketentuan antara lain:
a. berbahan material tidak mudah rusak;
b. diberi tulisan tanda kepemilikan;
c. gambar lambang Pemerintah Daerah; dan
d. informasi lain yang dianggap perlu.

(4)  Berita  Acara  Serah  Terima  rumah  negara  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (2) huruf c dilakukan oleh:
a.  Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan rumah

negara jabatan Pengguna Balang; dan
b.  Pengguna Barang/Kuasa  Pengguna  Barang dengan  pengguna  rumah

negara selain rumah negara jabatan Pengguna Barang.
(5)  'Berita  Acara 'Serah  Terima rumah  negara sebaga±mana  dimaksud  pada

ayat (2) huruf c memuat antara lain:



a. pemyataan  tanggung jawab  atas  rumah  negara  dengan  keterangan
jenis  golongan,  1uas,  kode  barang  rumah  negara,  dan  kode  barang
sarana   dan   prasarana   rumah   negara   dalam   hal   rumah   negara
dilengkapi dengan salrma dan prasarana di dalamnya;

b. pemyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan seluruh resiko
yaflg ffielekat atas mmah fi€gar`a;

c. pemyataan  untuk  mengembalikan  rumah  negara  setelah  berakhimya
jangka   waktu   Surat   lzin   Penghunian   atau   masa  jabatan   kepada
Pengguna Baramg/ K'uasa 'Pengguna Barang;

d. pengembalian   rumah   negara   yang   diserahkan   kembali   pada   saat
berakhimya  jangka  waktu  Surat  lzin  Penghuniarl  kepada  Pengelola
Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan

e. pengembalian  sarana dan prasarana apabila rumah negara dilengkapi
sarana dan prasarana sesual Berita Acara Sera.,h T€ri,rna ,ru,mah negara
pada  saat  berakhimya  masa  jabatan   atau   Surat  lzin   Penghuulan
kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

(6)  Pengembalian rumah negara dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
pengembalian rumah negara.

(7)  F'engembalian   rumah  negara  .dilaku,kan   paling  fambat  7   (,tujuh)  ,hari
setelah berakhimya masa jabatan atau Sul.at lzin Penghunian.

(8)  Pengamanan  administrasi  sebagainana dimakstud pada ayat (1} huruf b
dilakukan      dengan      menghimpun,      mencatat,      menyimpan      dan
menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen, antara lain:
a. .Surat lzin Penghunian;
b. Keputusan  Bupati  mengenai  penetapan  rumah  negara  Golongan  I,

Golongan 11 dan Golongan HI;.
c. gambar bangunan rumah negara;
d. daftar barang rumah negara; dan
e.  penc.abu`tan Su_rat I_zin Pe_nghunian.

Bagian Keenam
Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Persediaan

Pasal  18

(1)  Pengamanan BMD berupa persediaan meliputi:
a. pengamanan fisik;
b. pengamanan administrasi; dan
c. pengamanan hukum,

(2)  Pengainanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
dengan:
a. menempatkan   barang   sesuai   dengan   frekuensi   pengeluaran   jenis

barang;
b. menyediakan  tabung  pemadam  kebakaran  di  dalam  gudang  tempat

penyimpanan;
c. menyediakan tempat penyimpanan barang;
d. menyediakan prasarana penanganan barang di gudang;
e. menghitung fisik persediaan secara periodik; dan/atau
f.  melakuhan pengamanan persediaan.

(3)  Penganianan administrasi sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  huruf b
dilakukan      dengan      menghimpun,      mencatat,      menyimpan      dan
menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen, antara lain :
a. buku barang persediaan;
b. kartu barang;
c, Berita Acara Serah Terima barang persediaan;
d. Surat Perintah Penyaluran Barang; dan
e.  I.apoi6ali Persediaan Semeste`r` d€m Tahufian.
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